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PUTUSAN
Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Plp

Zaa= b Z
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PALOPO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam
sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak
yang diajukan oleh:

PEMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Palopo, 30 Juli 1978,
umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani,
pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama,
tempat kediaman di KELURAHAN SALUBATTANG,
KECAMATAN TELLUWANUA, KOTA PALOPO,
sebagai Pemohon;

Melawan

TERMOHON, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Kunnu, 7 Juli 1987,
umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus
rumah tangga, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Atas, tempat kediaman di KELURAHAN
MAROANGIN, KECAMATAN TELLUWANUA, KOTA
PALOPO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15
Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo pada
hari itu juga, dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2024/PA.Plp, telah
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2008, Pemohon dan Termohon telah

melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah
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pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo,
sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 76/14/V11/2008,
tertanggal 17 Juli 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
kediaman bersama di Salubattang, RT. 001 RW. 001, Kelurahan
Salubattang, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, selama 8 tahun dan
sudah di karuniai 1 anak yang bernama ANAK, NIK. XXX, lahir di Palopo,
tanggal 08 Oktober 2009, usia 14 tahun;

3. Bahwa sejak awal tahun 2016 keadaan rumah tangga Pemohon dan
Termohon mulai tidak harmonis disebabkan karena:

a. Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;

b. Termohon tidak dapat mensyukuri penghasilan yang berikan oleh
Pemohon;

c. Termohon sering marah dan berkata kasar kepada Pemohon;

4. Bahwa, puncaknya pada awal tahun 2017 Pemohan menemukan pesan
dengan laki-laki lain, dan pada saat itu pula Termohon mengakui bahwa
laki-laki tersebut merupakan selingkuhan Termohon, sehingga Pemohon
pergi meninggalkan Termohon kembali kerumah orang tua Pemohon, dan
sejak saat itu terjadi perpisahan tempat tinggal sampai sekarang, selama 7
tahun;

5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon
kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palopo kiranya berkenan

menerima dan memeriksa perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan tersebut dimuka, Pemohon mohon agar
Ketua Pengadilan Agama Palopo Cg. Hakim Tunggal yang memeriksa dan
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai
berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
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2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak
satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan
Agama Palopo setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Hakim Tunggal berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex

aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon
datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang
menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tanggal 17
Januari 2024 dan tanggal 25 Januari 2024 vyang relaas panggilannya
dibacakan di dalam sidang, sedangkan Termohon tidak terbukti bahwa
ketidakdatangnya tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah memberikan menasehat kepada Pemohon
agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap
pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dimediasi karena Termohon tidak pernah datang
menghadap di persidangan, selanjutnya dimulai pemeriksaan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan
Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Telluwanua
Kota Palopo Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor XXXX Tanggal 17 Juli
2008. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi
kode P1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas hama PEMOHON, NIK XXXX,
tanggal 25 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Kota

Palopo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan
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dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian
diberi kode bukti P2;

B. Saksi
1. SAKSI |, mengaku kakak kandung Pemohon di bawah sumpah
memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
rumah kediaman bersama di Kelurahan Salubattang, Kecamatan
Telluwanua, Kota Palopo;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
berjalan baik dan rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun
sekarang mereka tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak
sekitar tahun 2016;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon selingkuh
dengan PIL, Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon
dengan kata anjing dan bodoh serta Termohon tidak mengurus
Pemohon karena Pemohon sendiri yang memasak makanan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar, namun saksi pernah melihat Termohon jalan bersama
selingkuhannya dan setelah di cek handphone Termohon ternyata
ada perjanjian di dalamnya dan setelah ketahuan selingkuh,
Termohon dipulangkan ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sudah sekitar 6 sampai 7 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Termohon setelah beberapa waktu, Pemohon juga meninggalkan
rumah kediaman tersebut;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah

tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah memberi nafkah
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untuk Termohon, namun untuk anaknya biasa diberikan
Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu
juta rupiah);
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah sering dinasihati,
namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, mengaku sepupu tiga kali Pemohon di bawah sumpah

memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di
kediaman bersama Kelurahan Salubattang, Kecamatan Telluwanua,
Kota Palopo;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak 1
(satu) orang anak;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya
baik dan rukun, namun sekarang mereka tidak harmonis dan sering
bertengkar;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak
2016;

- Bahwa pertengkaran Pemohon dan Termohon disebabkan
Termohon selingkuh dengan laki-laki bernama PIL, serta Termohon
sering berkata-kata kasar kepada Pemohon;

- Bahwa saksi mengetahui pertengkaran karena diberitahu
Pemohon dan keluarga Pemohon;

- Bahwa penyebab lain yang saksi ketahui bahwa Termohon
tidak melayani Pemohon dengan baik seperti Pemohon memasak
sendiri;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon
bertengkar;

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal
sejak sekitar tahun 2017;
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- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah
Termohon setelah rumah bersama tersebut di jual, Pemohon lalu
meninggalkan rumah tersebut;

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan
Termohon juga tinggal di rumah orang tuanya;

- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah
tidak pernah lagi berkomunikasi, Pemohon tidak pernah memberi
nafkah untuk Termohon, namun untuk nafkah anaknya masih
diberikan;

- Bahwa bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah
sering diberikan nasihat, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang isinya
sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua yang dicatat
dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan
putusanini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimana yang telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan ternyata tidak datang menghadap dan tanpa
alasan yang sah menurut hukum serta Termohon tidak pula menyuruh orang
lain untuk menghadap sebagai kuasanya. Oleh karena itu Termohon dinyatakan
tidak hadir dan permohonan tersebut diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di depan sidang, maka
proses mediasi yang diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak
dapat dilaksanakan. Walaupun demikian, Hakim Tunggal tetap berupaya secara
maksimal menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan
Termohon tetapi tidak berhasil, lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan
pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di muka
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sidang, maka Hakim Tunggal perlu pula mengemukakan dalil syar'i/doktrin

ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat majelis seperti dalam

Kitab Ahkam Al-Qur'an juz Il halaman 405 yang berbunyi:

ad o>
Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di

persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang
dholim dan gugurlah haknya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.Bg.
bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat diperiksa
secara verstek dan dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mengajukan permohonan
cerai dengan alasan antara Pemohon dan Termohon sering ada perselisihan
dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain,
Termohon tidak mensyukuri penghasilan yang berikan, Termohon  sering
marah dan berkata kasar kepada Pemohon. Pada awal tahun 2017 Termohon
meninggalkan Pemohon sampai sekarang sudah pisah tempat tinggal 7 (tujuh)
tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan yang diajukan
tersebut sangat jelas dan terang bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo
adalah Cerai Talak, dimana Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang
sah dan pernikahannya dilaksanakan sesuai Syariat Islam. Berdasarkan
maksud penjelasan Pasal 49 huruf a angka 8 Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006
dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang
Peradilan Agama, sangat nyata termasuk kompetensi absolut Pengadilan
Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan dan pengakuan Pemohon
di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah untuk dipertimbangkan
lebih lanjut dalam perkara ini adalah:
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1. Apakah sikap Termohon yang suka marah dan selingkuh menjadi penyebab
terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan
Termohon?

2. Apakah Pemohon dan Termohon masih dapat dirukunkan kembali dalam

rumah tangga?

Menimbang, bahwa walaupun tidak ada bantahan Termohon akibat
ketidakhadirannya dalam persidangan, tetapi demi untuk menghindari
perceraian yang tidak beralasan hukum dan untuk mengetahui sejauh mana
kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, maka wajib bagi Pemohon
dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya,
Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi kode P1 dan P2 serta 2
(dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa bukti P1 merupakan akta otentik karena secara
formal dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwewenang dan bertugas
untuk itu. Adapun secara materil isi bukti tersebut menjelaskan mengenai
perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 19 Juli
2003 tercatat di Kantor KUA Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo, dengan
demikian alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan
mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti Pemohon adalah
penduduk yang berdomisili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo,
maka Pengadilan Agama Palopo secara relatif berwenang untuk memeriksa
perkara a quo, dan berdasarkan bukti tersebut dengan bersandar pada prinsip
hukum point de interest point de action, Pemohon dapat dinyatakan cakap dan
mempunyai kedudukan serta kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak
mengajukan permohonan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon bernama SAKSI | dan saksi
kedua bernama SAKSI II, sudah dewasa, sudah disumpah dan tidak satupun
alasan yang dapat menghalangi keduanya menjadi saksi, sehingga keduanya
telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat
1 R.Bg;
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Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI | mengetahui langsung
penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah fakta
yang dilihat sendiri dan dialami sendiri dimana Termohon sering berkata kasar
dan tidak perhatian kepada Pemohon serta memilih bersama selingkuhannya
adalah relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena
itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah
diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki
kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi SAKSI Il tidak pernah melihat
pertengkaran Pemohon dengan Termohon, hanya mendengar cerita Pemohon
dan keluarga Pemohon tentang prilaku Termohon serta keadaan rumah tangga
Pemohon dengan Termohon. Keterangan mana merupakan keterangan yang
didengar dari orang lain bukan atas pengetahuan sendiri atau kesaksian
testimonium de auditu, maka berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 308/K/Sip/1959 tanggal 11 Nopember 1959 bahwa kesaksian
testimonium de auditu tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, tetapi
dapat dijadikan bukti persangkaan;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi Pemohon tersebut
merupakan keterangan saksi testimonium de auditu. Namun karena adanya
pengakuan saksi yang melihat langsung kondisi Pemohon yang masak sendiri
serta pengetahuan saksi yang mengetahuai saat ini keduanya telah berpisah
tempat tinggal sejak tahun 2017. Maka keterangan saksi tersebut telah
memenuhi syarat materiil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 308
R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan
dapat diterima sebagai alat bukii;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua
Pemohon telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain seperti
telah terjadi masalah dalam rumah tangga serta Pemohon dan Termohon telah
berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) tahun tanpa ada komunikasi, oleh
karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal
309 R.Bg. sehingga alat bukti saksi Pemohon telah mendukung posita dalam

permohonan Pemohon;
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Menimbang, bahwa dari penilaian alat bukti tersebut diatas serta hal-hal
yang terungkap dalam persidangan, maka Hakim Tunggal menemukan fakta-
fakta hukum dalam perkara ini, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dalam rumah tangga;

2. Rumah tangga Pemohon dan Termohon sering diwarnai perselisihan dan
pertengkaran terus menerus;

3. Perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering marah-marah
dan selingkuh dengan PIL;

4. Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 7 (tujuh) tahun tanpa
saling memperdulikan;

5. Pemohon sudah bertekat cerai dan sudah tidak mau rukun dengan

Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 (dua) menuntut
agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon, yang
selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 39 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 yakni perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang
pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil
mendamaikan kedua belah pihak, serta maksud Pasal 19 Peraturan
Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam
disebutkan beberapa alasan-alasan perceraian;
Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas terdapat
tiga unsur yang terpenuhi untuk terjadinya perceraian dalam perkara ini yakni:
1. Adanya alasan suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan
pertengkaran dalam rumah tangga;

2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara suami isteri tidak ada
harapan akan hidup rukun seperti semula;

3. Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal akan mempertimbangkan unsur
tersebut satu persatu dengan menghubungkan fakta-fakta yang terjadi dalam
rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No. 20/Pdt.G/2024/PA.PIp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas antara Pemohon
dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus
yang ditandai dengan prilaku Termohon yang sering marah kepada Pemohon
dan pergi selingkuh dengan PIL membuat Pemohon tidak nyaman, hal tersebut
menjadi pemicu perselisihan yang tak terhindarkan antara keduanya. Dengan
demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah terungkap fakta dimana
Pemohon dan Termohon masing-masing hidup sendiri-sendiri dan keduanya
sudah berpisah tempat kediaman kurang lebih 7 (tujuh) tahun dan keduanya
tidak lagi menjalankan kewajiban suami isteri seperti memberi nafkah secara
lahir maupun bathin, maka mustahil dirukunkan lagi dalam rumah tangga.
Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal telah berusaha menasehati
Pemohon di setiap persidangan agar kembali rukun membina rumah tangganya
dengan Termohon, namun upaya damai tersebut juga tidak berhasil. Hal ini
telah sesuai maksud Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975,
dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari ketiga unsur pokok terjadinya perceraian dalam
perkara ini, Hakim Tunggal tidak melihat siapa yang benar dan siapa yang
salah dalam rumah tangga, melainkan seberapa besar fakta-fakta yang terjadi
dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga tidak ada lagi
kecocokan dan keharmonisan diantara keduanya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula
Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret
1997 yang mengandung abstraksi hukum: “Apabila suami isteri yang tidak
berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali,
maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah”;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon
sudah retak dan pecah, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga
atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sudah tidak terwujud
dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, sebagaimana firman Allah
SWT. dalam Al-Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:
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Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasan-Nya adalah diciptakan-Nya

untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri supaya kamu mendapat
ketenangan hati dan dijadikan-Nya kasih sayang di antara kamu,
sesungguhnya yang demikian itu menjadi tanda-tanda kebesaran-Nya bagi
orang-orang yang berfikir”;

Menimbang, bahwa dengan retaknya rumah tangga Pemohon dan
Termohon serta untuk menghindari penderitaan lahir batin yang terus menerus
dialami oleh salah satu pihak, maka perceraian menjadi alternative terakhir
meskipun perceraian adalah perbuatan halal yang paling dibenci Allah SWT;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon sudah berketetapan hati
untuk bercerai dengan Termohon, maka Hakim Tunggal perlu mengambil
pendapat yang didasarkan pada Firman Allah SWT. dalam Al-Qur’an surat Al-
Bagarah ayat 227 yang berbunyi:

pele gaoto alll 515 HULII 19352 O)5
Artinya: "Dan apabila mereka (para suami) telah ber'azam (berketetapan hati)
untuk menjatuhkan talak (kepada istrinya), maka sesungguhnya Allah Maha

Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-perimbangan tersebut di
atas ternyata dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi maksud
Pasal 19 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116
huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tentang perceraian dengan alasan zina
(perselingkuhan), oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan
dengan talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama
Palopo adalah talak satu raj'i, maka sebagaimana maksud Pasal 118 Kompilasi
Hukum Islam bahwa suami (Pemohon) berhak rujuk dengan bekas isterinya
(Termohon) selama dalam masa iddabh;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang
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Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun
2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada
Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum

Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.
MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Mengabulkan pemohonan Pemohon secara verstek;

3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu
raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama
Palopo;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah
Rp208.000,00 (dua ratus delapan ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 Miladiyah
bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1445 Hijriyah oleh kami Tommi, S.H.I.
sebagai Hakim Pengadilan Agama Palopo, dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Bastian, S.H.I.

sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya

Termohon.
Panitera Pengganti, Hakim,
Ttd Ttd
Bastian, S.H.l. Tommi, S.H.lL

Perincian biaya perkara:
1. Pendaftaran : Rp  30.000,00

2. Proses : Rp 100.000,00
3. Panggilan : Rp  38.000,00
4. PNBP : Rp  20.000,00
5. Redaksi : Rp  10.000,00

Hal. 1

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Meterai : Rp 10.000,00
Jumlah : Rp 208.000,00
(Dua ratus delapan ribu rupiah).
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